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:Sebijakan Publik

Perlu

erbasis Bukiti IImiah

Pembualt kebijakan perlu menghasilkan Kebijakan publik vang
berbasis bukti dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

JAKARTA, KOMPAS — PPemerintah
atau pembuat kebijakan perlu

“Kebijakan vang diambil se-
lama ini kerap mengalami di-

awal untuk menyusun asumsi
atau hipotesis terhadap suatu

merumuskan kebijakan publik
vang berbasis bukti dan bisa
dipertanggungjawabkan secara
ilmiah. Namun, Indonesia juga
perlu merekonstruksi data dan
informasi berbasis bukti vang
beragam agar bhisa digunakan
para pembuat kebijakan dengan
mudah dan efektif.

Ketua Akademi Hlmu Penge-
tahuan Indonesia (AIPT) Daniel
Murdiyarso  mengemukakan,
istilah berbasis bukti awalnya
berasal dari komunitas medis
pada abad ke-19 saat mengawal
tentara perang. Saat itu. istilah
tersebut sangat penting dalam
pengambilan keputusan karena
berkaitan dengan hidup mati
seorang tentara perang.

"Jika berbicara  kebijakan
publik hari ini, apakah kita juga
berpikir soal hidup mati masa-
lalh orang banyvak Jadi. ewi-
dence-based berawal dari sana
dan terus berkembang di semua
cabang ilmu,” ujarnya dalam
webinar bertajuk "Peran llmu
Pengetahuan dalam Perumusan
Kebijakan Berbasis Bukti” vang
diselenggarakan AIPI, Rabu
(23/10/20024),

Daniel mengatakan, isu-isu
sosial juga memiliki data dan
informasi kuantitatif yang bisa
dijadikan sebagal dasar peng-
ambilan  keputusan.  Akan
tetapi, ilmuwan yang mengum-
pulkan data dan informasi ini
terkadang lambat dilibatkan da-
lam proses terschut.

lema dan akhirnya direvisi serta
dikritik. Kebijakan itu fur reach-
iy (herdampak luas) dan se-
harusnya tidak bisa salah. Jadi,
kita harus membuat kebijakan
berbasis sains,” katanyi,
Direktur  Kebijakan Politik,
Hukum, Pertahanan, dan Ke-
amanan Badan Riset dan Ine-
vasi Nasional (BRIN) Mocham-
mad Nurhasim  menegaskan,
kegapalan kebijakan bisa dise-
babkan oleh riset yang tidak
akurat. Di sisi lain, kegagalan
juga bisa terjadi akibat tidak
adanya bukti-bukti yang rele-
van atau kuatnya basis opini
para pembuat kebijakan,
la menyebut, kegagalan ke-
bijakan bisa dipengaruhi oleh
banyak hal. Dalam konteks
pengambilan kebijakan, baik di
Indonesia maupun negara lain,
riset diharapkan bisa memberi-
kan dukungan terhadap pem-
buatan kebijakan tersebut,
Nurhasim menilai selama ini
masih terdapat perbedaan bukti
yang menimbulkan kesenjang-
an antara peneliti dan pembuat
kebijakan. Bagi para pembuat
kebijakan, bukti biasanya mu-
dah dipahami dan lazim dalam
kehidupan schari-hari, sedang-
kan bagi peneliti, bukti harus
didekati secara ilmiah dan di-
dukung dengan metodologi.
“Biasanya para pembuat ke-
bijakan melihat apa pun vang
tampak relevan sebagai bukti
dan  dijadikan  sebagai  dasar

masalah. Dalam konteks aka-
demik tidak hanyva yang tampak
relevan, tetapi juga harus ada
bukti ilmiah dan memahami
bukti tersebut sebagai sesuatu
yang relevan tuturmya,

Ke depan, kata Nurhasim, da-
ta yang beragam perla dire-
konstruksi agar bisa digunakan
oleh para pembuat  kebijakan
dengan mudah. Dengan begitu,
mereka bisa memiliki respons
vang positif terhadap bukti yang
dihadirkan oleh para peneliti
atau ilmu pengetahuan.

"Data riset di Indonesia ha-
rus diakui masih tersebar-sebar,
terkadang ada padadiri peneliti
masing-masing, sulit diakses,
dan repositorinya masih belum
stabil. Kondisi sckarang juga
terlihat  bahwa  data  pemba-
ngunan atau data kebijakan di
kementerian atau lembaga ter-
kadang masih bergantung pada
BPS (Badan Pusat Statistik),”
ujarnya.

Memilih informasi

Staf Ahli Menteri Perenca-
naan Pembangunan Nasional
Leonardo  Teguh  Sambodo
mengatakan, sebuah penelitian
hisa menghasilkan banyak se-
kali bukti dan informasi. Na-
mun, pada saat yang sama,
pengambil kebijakan harus me-
milih informasi yang dihasilkan
berbagai penelitian yang ber-
irisan ataupun bertolak bela-
kang.

"Sehagian besar kami vang
terlibat dalam pengambilan ke-
putusan  selalu  menghadapi
tantangan banyaknya bukti il-
miah yang bisa digunakan. Ka-
mi kemudian memilih mana
yvang paling penting untuk di-
Jadikan sehagai basis dari peng-
ambilan kebijakan,” katanva.

Leonardo menyebut, peng-
ambilan keputusan terdin atas
beberapa langkah dan sebagian
besar sudah menggunakan buk-
ti berbasis ilmiah

Bukti ini tidak hanya saat
pengambilan kebijakan, tetapi
juga telah digunakan sejak pe-
ngembangan ide awal. Hal ini
kemudian diperkuat dengan da-
ta dan analisis serta memper-
hatikan risiko dan  sumber
dava.

Ketua Komisi X DPR Hetitah
Sjaifudian mengakui, keputus-
an yang diambil secara kolektif
tidak selalu menjadi putusan
vang terbaik karena ada aspek
kompromi.

Akan tetapi, pembuatan ke-
bijakan publik tetap harus di-
evaluasi. Bahkan, penyusunan
undang-undang juga selalu di-
evaluasi menggunakan data
vang lebih terbarukan.

Hetifah sepakat bahwa peran
data sangat penting dalam pe-
ngembangan kebijakan. Data
tersebut juga harus dapat diolah
menjadi informasi dan penge-
tahuan yang bisa dimanfaatkan
sesual dengan kebutuhan se-
hingga turut  memperkuat
pengambilan keputusan, (MTE)
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